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KATA PENGANTAR EDITOR

Buku yang diberi judul “Kebijakan Satu Data Indonesia”
ini sebagian besar merupakan hasil penelitian yang dilakukan
oleh para peneliti DPR RI pada tahun 2021. Dilatarbelakangi
oleh berbagai persoalan terkait data Covid-19 pada awal
pandemi, penelitian itu dilakukan. Penelitian dilakukan di Kota
Bekasi dan Kota Tangerang.

Persoalan Satu Data di Indonesia sesungguhnya sudah
terjadi bertahun-tahun, bahkan masih terasa hingga sekarang.
Perbedaan data penduduk yang disajikan oleh BPS misalnya
dengan data pemilih yang ada di KPU atau bahkan data
penduduk di Dirjen Dukcapil sering kali ditemukan. Para
peneliti acap kali menemukan persoalan ini di lapangan.
Perbedaan data ini tanpa disadari oleh pemerintah telah
mengakibatkan menurunnya rasa percaya (frust) masyarakat
kepada pemerintah, sebagaimana dikemukakan Edelman Trust
Barometer. Oleh karena itu, tulisan dalam buku ini merupakan
sebuah ikhtiar dari para peneliti untuk memberikan gambaran
SDIdilapangan dan pada akhirnya dari hasil analisis mendalam
disimpulkan persoalan dan tantangan dalam implementasi SDI.
Sebagai akademisi, para peneliti juga berkontribusi memberikan
rekomendasi demi perbaikan kebijakan SDI dalam rangka
mempercepat tercapainya satu data di Indonesia.

Bagian pertama dari buku ini menjelaskan mengenai
apa itu SDI berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, oleh
karena itu bagian ini diberi judul “Kebijakan Satu Data di
Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi”’. Ada banyak istilah
teknis yang digunakan dalam tulisan ini. Namun, pada bagian
tantangan implementasi SDI kedua penulis Riris Katharina




dan Evi Maya Savira berhasil mengungkapkan berbagai
tantangan yang dihadapi dalam implementasi SDI, antara
lain persoalan kelembagaan, SDM, anggaran, rendahnya
komitmen pemimpin, dan luasnya skala tata kelola data dan
skala substansi data. Berdasarkan tantangan yang diidentifikasi,
kedua penulis merekomendasikan beberapa upaya untuk
menanggulangi persoalan terkait SDI. Rekomendasi tersebut
yaitu melakukan deregulasi peraturan yang menghambat
hubungan kelembagaan; memberdayakan SDM administrator
dengan memberikan tugas dan fungsi sebagai produsen data;
melakukan penataran kerangka anggaran melalui mitra dengan
perencanaan di pusat dan daerah; serta melakukan sosialisasi
mengenai pentingnya satu data melalui jalur formal dan
informal seperti media sosial.

Bagian kedua buku ini ditulis oleh Dewi Sendhikasari
Dharmaningtias dan diberi judul “Kebijakan Satu Data
Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital di
Indonesia”. Tulisan ini menegaskan hubungan yang selaras
antara kebijakan SDI sebagai bagian dari penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan SDI
diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan e-government
guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik.
Tulisan ini mengemukakan bahwa kebijakan SDI dapat berjalan
dengan optimal jika memiliki landasan hukum yang kuat. Oleh
karena itu, penulis merekomendasikan agar DPR bersama
pemerintah perlu bersama-sama melakukan pembahasan
RUU SDI yang saat ini telah disusun di DPR RI. Selain itu,
berbagai permasalahan dalam implementasi SDI terutama
terkait infrastruktur jaringan, SDM unggul, dan keamanan
data wajib diperhatikan agar masyarakat dapat merasakan
manfaat data dengan aman tanpa takut datanya akan bocor
dan disalahgunakan. Dengan demikian, kebijakan SDI dapat
menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir guna




mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan
pemerintahan yang berkualitas.

Tulisan dengan judul “Relasi Pemerintah Pusat dan
Daerah dalam Kebijakan Satu Data Indonesia”, ditulis oleh Anin
Dhita Kiky Amrynudin, ditempatkan pada bagian ketiga buku
ini. Tulisan ini dilatarbelakangi situasi pada saat penanganan
pandemi Covid-19, dimana terjadi perbedaan terkait data
kasus Covid-19 antar instansi, baik di pusat maupun di daerah.
Diikuti dengan tidak validnya data bantuan sosial, dan juga
data penerima vaksin. Kondisi ini semakin mendorong adanya
kebutuhan akan data yang berkualitas, mudah diakses, dan
dapat dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, yakni
melalui implementasi SDI. Temuan penulis terkait hambatan
dalam implementasi SDI di daerah yaitu data complexity,
kondisi geografis; kapasitas aparatur; persoalan ketiadaan
regulasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan integrasi data;
infrastruktur penunjang SDI; serta persoalan koordinasi dan
rantai komunikasi yang relatif panjang. Menurut penulis, model
collaborative governance dapat digunakan dalam menerapkan
kerja sama dan pengembangan, serta melaksanakan
kebijakan SDI yang menghadapi masalah yang kompleks
dalam implementasinya. Penulis merekomendasikan agar
kolaborasi terkait SDI dilakukan melalui komunikasi yang
baik; menumbuhkan kepercayaan antar pemerintah pusat
dan daerah; komitmen antara pemerintah pusat dan daerah;
pemahaman terkait visi dan misi SDI; sosialisasi dan pelatihan
bagi aparatur; dan merumuskan keberhasilan program secara
terukur dan jelas serta melakukan evaluasi.

Tulisan yang ditulis oleh Sidiq Budi Sejati dengan
judul “Implementasi Kebijakan Satu Data di Daerah”
merupakan tulisan pada bagian keempat buku ini. Tulisan
ini dilatarbelakangi oleh masih adanya perbedaan data yang
ditengarai sebagai salah satu penyebab tidak optimalnya




pelaksanaan kebijakan pembangunan di Indonesia. Pemerintah
menilai penting untuk melakukan transformasi agar berbagai
aplikasi yang menyediakan data dapat terintegrasi sehingga
pelaksanaan tugas pemerintah dapat lebih terkoordinasi
dan efisien. Sidiq mengidentifikasi bahwa permasalahan SDI
dimulai dari tahap proses, produk yang dihasilkan, produsen
data, dan pengguna data. Sidiq juga mengungkapkan tantangan
dalam implementasi SDI yakni perbaikan tata kelola, kualitas
dan kapasitas SDM; pembangunan infrastruktur; big data
yang masih merupakan angan-angan; minimnya sosialisasi;
dan harmonisasi kebijakan dan peraturan. Pada bagian akhir,
Sidig merekomendasikan beberapa strategi untuk mengatasi
persoalan dan tantangan SDI yaitu penguatan proses data;
peningkatan kualitas produk data; penguatan produsen data
agar menggunakan standar, definisi, klasifikasi, satuan, dan
asumsi yang sama serta disepakati berdasarkan konsensus
bersama; penguatan pengguna data melalui peningkatan akses
terhadap data berkualitas; peningkatan penyusunan kebijakan,
pengambilan keputusan, serta pelaksanaan dan evaluasi
program berdasarkan data berkualitas.

Tidak lupa, Editor mengucapkan terima kasih kepada
Evi Maya Savira, peneliti BRIN yang telah menyediakan
waktunya untuk menulis bagian prolog dan berkenan menulis
bersama-sama pada bagian pertama buku. Pada akhirnya,
Editor mengucapkan selamat membaca kepada para pembaca.
Semoga buku ini membawa manfaat bagi Indonesia yang lebih
baik dan menjadi Indonesia Hebat!

Jakarta, Oktober 2022
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PROLOG

SATU DATA INDONESIA DAN REFORMASI
BIROKRASI

Evi Maya Savira
(evim001@brin.go.id)

Buku ini sesungguhnya menjadi bagian dari refleksi atas
pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode Pemerintahan
Joko Widodo saat ini dan menjadi catatan atas topik menarik
yang menjadi keluaran dari pelaksanaan reformasi birokrasi
yang dampaknya bukan saja bagi birokrasi tetapi juga
masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Satu
Data Indonesia (SDI).

Berbagai hal yang dibahas dan dikritisi dalam buku ini
sudah cukup memadai mengingat berbagai sektor yang diatur
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia yang ditetapkan pada tanggal
12 Juni 2019 tidak luput digambarkan dan dianalisis dalam
buku ini. Buku ini telah berhasil menggambarkan mengenai
kebijakan SDI itu sendiri, baik dari perspektif kebijakan SDI yang
menggambarkan capaian implementasi kebijakan hingga saat
ini (2019 - 2022) beserta tantangannya; hubungan SDI dengan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hubungan
SDI dengan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi
SDI; serta implementasi SDI di daerah.

Saya tidak akan mengulang kembali apa yang telah
dibahas oleh para penulis di dalam bagian buku ini, saya justru
mempersilahkan para pembaca membaca tulisan yang cukup




komprehensifini. Tulisan disertasi gambar-gambar akan sangat
membantu para pembaca memahami SDI, mengingat ada
persoalan infrastruktur IT dan berbagai aplikasi yang menjadi
bagian penting dari keberhasilan kebijakan SDI. Namun, saya
mencoba kali ini menghubungkan antara SDI dengan kebijakan
reformasi birokrasi Indonesia yang menurut saya menjadi
bagian penting yang tidak tampak dalam berbagai tulisan yang
tersaji di buku ini.

Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi milestone bagi
tatakelola pemerintahan yang modern yang dicirikan dengan
akuntabilitas, transparansi, pelibatan multi aktor dalam
pembuatan kebijakan serta dimulainya perumusan kebijakan
yang berdasarkan bukti (evidence based policy), pengelolaan
sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional
berdasarkan sistem merit, digitalisasi layanan publik secara
masif, serta semakin meluasnya tuntutan untuk melakukan
inovasi di sektor publik.

Sejak tahun 2014 paradigma inovasi di sektor publik telah
diperkenalkan, dimulai oleh Lembaga Administrasi Negara
(LAN) melalui laboratorium inovasi yang kemudian menjadi
program nasional secara masif di hampir seluruh penjuru
negeri, yang kemudian diikuti dengan kontes-kontes inovasi
di sektor publik seperti SINOVIK, INAGARA, IGA, maka unsur
inovasi juga mulai dimasukkan ke dalam pelaksanaan penilaian
program reformasi birokrasi sebagai bagian dari nilai tambah
instansi dalam menjalankan program reformasi birokrasi.
Kurang lebih sejak tiga sampai empat tahun terakhir inovasi
instansi maupun unit kerja menjadi nilai tambah dalam evaluasi
reformasi birokrasi maupun LAKIP. Perkembangan SDI di
pusat dan daerah (sebagaimana ditulis pada bagian ketiga dan
keempat buku ini) dapat dilihat berkembang juga karena peran
program nasional dan kontes-kontes inovasi yang diadakan.
Walaupun, persoalan lain muncul yakni hadirnya berbagai




aplikasi sebagai bentuk kekeliruan inovasi yang pada akhirnya
memboroskan anggaran pemerintah baik di pusat maupun di
daerah, sebagaimana digambarkan pada bagian kesatu buku
ini.

Pendekatan reformasi birokrasi yang lebih kekinian
terlihat pada periode kedua masa pemerintahan Joko Widodo.
Digitalisasi pelayanan publik melalui sistem pemerintahan
berbasis elektronik, pengenalan dan penerapan manajemen
talenta, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN,
serta penyederhanaan birokrasi dan juga regulasi, merupakan
bukti akan hadirnya pendekatan digital dalam pemerintahan
Indonesia.

Sinkronisasi satu data publik pun dalam platform SDI
sebagai bagian dari SPBE (sebagaimana dijelaskan secara
gamblang dalam bagian kedua buku ini) menjadikan jawaban
atas keluhan data publik di Indonesia yang selama ini kurang
dapat dipercaya kualitasnya. Meskipun hal ini masih dalam
proses pembangunan dan pengembangan, namun platform
SDI telah memberikan standardisasi data publik yang harus
dipenuhi oleh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah.
Setiap era pemerintahan meletakkan fokus reformasi birokrasi
yang berbeda-beda sesuai dengan prioritas pembangunan yang
sedang dijalankan. Harapan Presiden Joko Widodo terhadap
reformasi birokrasi ini paling tidak menyangkut empat hal,
yaitu:

1. Birokrasi yang menciptakan hasil;

2. Birokrasi yang making delivered;

3. Birokrasi yang berdaya saing;

4. Birokrasi yang sederhana, lincah dan cepat.

Dampak reformasi birokrasi dalam bidang sumber daya
manusia aparatur selain menciptakan aparatur yang semakin
profesional, namun ada juga dampak ikutan karena mindset
yang belum siap berubah. Dalam sumber daya manusia




aparatur, beberapa kebijakan yang saat ini sedang dibahas dan
akan segera diimplementasikan, tampaknya memberikan angin
segar terhadap perbaikan manajemen kinerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) seperti super apps aparatur, SPBE, manajemen
talenta ASN Nasional, Corporate University, dan electronics
wallet untuk model pengembangan kompetensi sesuai
kebutuhan organisasi pegawai.

PekerjaanberatpemerintahanJoko Widodo saatiniadalah
memastikan kebijakan yang dikeluarkannya juga berdampak
bagi keberlanjutan pembangunan, termasuk kebijakan SDI.
Kebijakan SDI harus dapat mendorong reformasi birokrasi
berjalan sesuai grand design, bahkan jika diperlukan dapat
memberikan informasi terkait pelaksanaannya, sehingga dapat
diubah jika ada yang tidak sesuai.

OECD melalui publikasi Government at Glance dapat
dijadikan salah satu referensi tentang bagaimana upaya
reformasi administrasi atau kinerja administrasi pemerintahan
dilakukan dari tahun ke tahun dan substansi apa saja yang
harus dilihat sebagai gambaran dari kinerja yang dilakukan
pemerintahan yang menyangkut para pemangku kepentingan.
Menariknya, laporan government at a glance ini disesuaikan
dengan situasi pemerintahan di seluruh dunia. Dalam
penyusunannya, OECD secara aktif melibatkan para ahli dan
praktisi pemerintahan di seluruh dunia, sehingga hasilnya
lebih faktual dan menggambarkan kondisi yang terjadi setiap
tahunnya. Beberapa muatan yang dianalisis dari government
at a glance dari tahun sebelum wabah Covid-19 menyandera
dunia dan ketika Covid-19 membelenggu semua pemerintahan
dunia dapat dilihat pada Tabel 1.




Tabel 1.
Perbandingan Muatan Hasil Survey dan Analisis
Government at a Glance 2017 dan 2021

Government at a Glance 2017

Government at a Glance 2021

Making globalization work for
all requires effective public
governance

Fit for the future: Learning from
the Covid-19 crisis to reinforce
democratic governance

Government at a glance: a
lighthouse for our public services

Chapter 1: Embracing continues
change in government

Chapter 1: Focus - Fit for
the future: strengthening
governance resilience

Chapter 2: Public finance and
economics

Chapter 2: Public Finance and
Economics

Chapter 3: Public employment
and pay

Chapter 3: Public Employment

Chapter 4: Institutions

Chapter 4: Institutions

Chapter 5: Budgeting practices
and procedures

Chapter 5: Budgeting

Chapter 6: Human Resource
Management

Chapter 6: Human Resources
Management

Chapter 7: Public Sector Integrity

Chapter 7: Regulatory Governance

Chapter 8: Regulatory governance

Chapter 8: Public Procurement

Chapter 9: Public Procurement

Chapter 9: Open Government

Chapter 10: Open government

Chapter 10. Digital Government

Chapter 11 Public sector
innovation and digital government

Chapter 11: Governance of
infrastructure

Chapter 12: Risk Management
and Communication

Chapter 12: Public Sector
Integrity

Chapter 13: Core Government
Results

Chapter 13: Core Government
Results

Chapter 14: Serving Citizen

Chapter 14: Serving citizens

Sumber: (OECD, 2017) dan (OECD, 2022)




Dari Tabel 1 terlihat bahwa fokus reformasi administrasi
di negara-negara OECD adalah tergantung pada fokus
pemerintahan apa, dan disesuaikan dengan lingkungan
strategis. Satu lagi pendekatan reformasi administrasi tidak
bersifat one fits for all, tergantung kebutuhan dan dalam rangka
menjawab tantangan apa. Di Indonesia pendekatan reformasi
administrasi melalui program reformasi birokrasi masih
menggunakan pendekatan satu untuk semua. Bahkan, masih
disibukkan dengan penataan birokrasi, bukan pada substansi
perubahan yang lebih strategis. Namun, jika dilihat dari sasaran
dan capaian dari reformasi birokrasi Indonesia, dapat dikatakan
bahwa kebijakan SDI sejalan dengan perkembangan reformasi
birokrasi dunia di tahun 2021, yakni open government dan digital
government.

Daftar Pustaka

OECD. (2017). Government at a Glance 2017. https://doi.org/
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OECD. (2022). Government at a Glance - 2021 edition. In OECD.
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EPILOG

TANTANGAN DAN REKOMENDASI BAGI
IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA

Riris Katharina
(riri008@brin.go.id)

Tulisan dalam buku ini memberikan gambaran kepada
para pembaca bahwa perkembangan implementasi Satu Data
Indonesia cenderung masih berada pada terkelola batas bawah.
Ini artinya masih bernilai cukup. Penilaian ini tentu masih
sangat jauh dari harapan Presiden Joko Widodo. Terlebih jika
kita menyadari bahwa data saat ini merupakan sebuah aset
yang harus dikelola dan dimanfaatkan menjadi sumber daya
bernilai tinggi.

Kendala tersebut menjadi tantangan dan sekaligus
mendatangkan harapan bagi kesuksesan Satu Data Indonesia
cenderung berasal dari dalam internal. Kendala utama yang
kerapkali muncul dapat dikerucutkan menjadi 3 (tiga), yakni
kelembagaan, anggaran, SDM, dan keamanan data. Kendala
berupakelembagaanyangditengaraiterjadikarenaregulasiyang
saling bertentangan atau tumpeng tindih, seharusnya sudah
dapat diselesaikan melalui re-regulasi. Presiden Joko Widodo
sudah menegaskan dalam arahannya agar seluruh regulasi yang
dibutuhkan diselesaikan segera. Untuk dapat menyelesaikannya
tentu tidak perlu menunggu lahirnya Undang-Undang tentang
Satu Data Indonesia. Perubahan regulasi dapat dilakukan
dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang
(Perppu). Untuk dapat menginventarisir apa saja regulasi yang




saling bertentangan atau tumpang tindih, setiap stakeholder
yang ada di dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI harus
duduk bersama. Presiden dalam hal menganggap hal ini
penting, boleh juga mengambil inisiatif untuk mendudukkan
seluruh stakeholder tersebut.

Pesoalan lain, terkait anggaran merupakan persoalan
klasik, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah
anggaran. Persoalan anggaran dalam situasi ekonomi global
yang memasuki masa krisis tentu harus direspons dengan
cara-cara yang bijak. Refocusing anggaran merupakan langkah
yang penting dan strategis. Untuk dapat melakukan refocusing,
tentunya setiap stakeholder mau berkorban dengan menghitung
kembali anggaran yang tersedia, dan mulai mengarahkan
anggaran yang ada untuk data. Beberapa kegiatan dalam
K/L/D yang bisa dilakukan penghematan, segera lakukan
penghematan. Jenis kegiatan yang dapat dihemat misalnya
pengadaan seragam, makan minum, atau mengurangi kegiatan
perjalanan dinas.

Persoalan kuantitas dan kualitas/kompetensi sumber
daya manusia aparatur sebagai produsen data memang masih
menjadipersoalan. Merekrut SDM aparatur tentumenjadibeban
bagi keuangan negara untuk jangka pangjang. Oleh karena itu,
terobosan yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan tenaga
baru melalui kegiatan merdeka belajar kampus merdeka yang
digaung-gaungkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi.

Terakhir, persoalan keamanan data yang menjadi isu
krusial akhir-akhir ini. Persoalan ini dapat diatasi melalui kerja
sama. Sebab, menjaga kerahasiaan data tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab
seluruh pemangku kepentingan. Demikian pula keamanan data
sangat bergantung kepada anggaran, terkait pengadaan alat
yang berkenaan dengan proteksi data.




Pada akhirnya, ketika seluruh pihak telah menyadari
pentingnya Satu Data Indonesia untuk mendukung berbagai
aktivitas, baik pemerintah maupun masyarakat, diharapkan
kerjasama akan dapatdibangun. Dengan kesadaran mendukung
Satu Data Indonesia dari berbagai pihak, diharapkan Satu Data
Indonesia akan dapat mencapai cita-citanya dalam waktu yang
tidak terlalu lama.
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